



Mahkamh Konstitusi adalah lembaga Negara yang dibentuk oleh Pasal 24 UUD NRI 
1945 dengan salah satu kewenangan melakukan pengujian Undang Undang terhadap UUD 
NRI. Hukum Formil Mahkamah Konstitusi diatur UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi dan UU Nomor 8 tahun 2011 perubahan atas undang-undang nomor 24 
tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam perkembanganya mahkamah konstitusi 
melakukan trobosan hukum membentuk hukum formil baru melalui putusan demi memenuhi 
rasa keadilan substansial. Untuk itu diperlukan kodifikasi hukum formil Mahkamah 
konstitusi dari putusan yang dikeluarkan oleh lembaga a quo. Pada tanggal 27 februari 2012 
mahkamah konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor  46/PUU-VIII/2010  tanggal 27 Pebruari 
2012 yang menimbulkan  banyak perdebatan khususnya dalam kalangan masyarakat 
dikarenakan substansi putusan yang multi tafsir. Secara Normatif dengan dinyatakanya pasal 
50A UU No 8 Tahun 2011 yang berbunyi:“Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak 
menggunakan UndangUndang lain sebagai dasar pertimbangan hukum”.tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 49/PUU-
IX/2011, maka Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan UU 12 Tahun 2011 tentang 
pembentukan peraturan perUndang Undangan sebagai batu pijakan dalam mengeluarkan 
putusan yang berkarakter melakukan pembentukan norma baru. Terkait putusan a quo, 
pertimbangan hukum  diharapkan menggunakan landasan konstitusional terutama dalam 
melakukan pembentukan hukum baru dalam lingkup Hak Asasi Manusia demi memenuhi 
rasa keadilan yang hidup di Masyarakat 
 
KATA KUNCI : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII/2010  tanggal 27 
Pebruari 2012             Anak dari hubungan diluar perkawinan          Trobosan Hukum          
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